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PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian pembiayaamudharabah

Istilah mudharabatberasal dari katdharb fii al-ardb - orang yang
berpergian diatas bumi (yadhirbuna fii al-ardh) noani karunia Allah
(al-Muzzammil : 20)Dimana proses pekerjaan yang menyebut bahwa
mudhaarib berhak atas sebagian keuntungan usahanya.

Sedangkan pembiayaamudharabahatauqgirad adalah akad kerja
sama usaha antara belah pihak dimana pihak pedabagai pemilik
dana (sahibul mal) yang mana menyediakan modal 1@@#angkan
pihak lainya sebagai pengelola usamadharib}.

Menurut Adiwarman Karim, akadmudharabah merupakan
“bentuk kontrak atau akad dimana satu pihak berpsehagai pemilik
modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuélalik oleh
pihak kedua, atau si pelaksana usaha dengan tuperdapatkan
keuntungarf.

Keuntungan usaha dari akad mudharabah dibagi mienuru
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dararas dalam
bentuk nisbah (presentase). Jika usaha yang dimtamengalami
kerugian, kerugian itu ditanggung oleshahibul mal sepanjang

kerugian itu bukan kelalaianmudharib. Sedangkan mudharib

! Sop koperasi jasa keuangan syariah 2007
2 Dr. Hj. Evita Isretno,SH, MHPembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Sari’
Cintya press-Jakarta 2011, him 40
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menanggung kerugian atas upaya, jerih payah damuweag telah
dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugitu
diakibatkan karenanudharih maka kerugian tersebut ditanggung oleh
mudharib.

Karena itu, pihak perbankan syari'ah dapat menkalurdananya
kepada pihak lain dengan cara hal ini, yaitu akagaksama suatu
usaha antara dua belah pihak dimana bank selagk piértama yang
menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nasabktku
pengelola. Usaha dan keuntungan usaha dibagi chameraka sesuai
yang dituangkan dalam akad.

2. Rukun dan syarat dalamudharabah

Rukun mudharabahadalahijab danqobul yang keluar dari orang
yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adany&ada tertentu,
tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menumukkakna
mudharabah Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalatatuj
dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. MeSayyid sabiq
(hanafiyyah tersebut adalahmadzhab Hanafi bahwa rukun
mudharabah yang paling mendasar addkt dan gobul (offer and
acceptence).

Adapun rukun dan syarat dalam mudharabah :
a. Rukun mudharabah

1) Pihak yang berakad :

8 Ascarya Akad Dan Produk Bank Syari'aR,T Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008
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a) Pemilik modal $hahibul magl
b) Pengelola modahfudhari
2) Objek yang diakadkan :
a) Modal
b) Kegiatan usaha
¢) Keuntungan
3) Sighat/ akad :
a) Serah
b) Terima
. Syaratmudharabaah
1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus menapuny
kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah.
2) Objek yang diakadkan :
a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yarasjel
b) Jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktuakama
pengelolaan dananya
c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakat
bersama dan tata cara pembayaranya
3) Sighat atau akad :
a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
b) Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatamais

dan telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)
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c) Resiko yang akan timbul dari proses kerjasama amush
diperjelas pada saat ijab gobul (apabila terjadudian
usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan
pengelola dalam tidak mendapat keuntungan dariausah
yang telah dilakukan).

d) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha,
pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada
pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus
disepakati secara besafha.

3. Bentuk-bentuk AkadMludharabah
a. Mudharabah Muthlagah (unrestricted
Adalah salah satu akachudharabah dimana mudharib
diberikan hak yang tidak terbatas untuk investdsh ghahibul
mal.
b. Mudharabah Mugayyadah
Adalah salah satu akachudharabah dimana mudharib
dibatasi haknya olesahibul ma] antara lain dalam hal jenis usaha,

waktu dan tempat usaha.

“Sop koperasi jasa keuangan syariah 2007
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4. Landasan HukuriMudharabah
a. Al-Quran
1) Q.S. al-muzammil (73) : 20
¢0€ERNOG>40 ¢ORBRE -G 7600
A7 EIIZER &KV IOFHDo Fk @WK
* P o S = o JIRSR-N

¢A2HY IO ORG ¢§ORBAHE @760
* S oS P ONIAR @NX

Artinya :
“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencsebagian

karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berpag dijalan

2) Q.S. an-Nisa (4) : 29

QLA LI RN 01O]m [k JESE 1©)
BXMADHOEC 4 o0 BIIURZGL -7
¢ >0 0 ¢ UMJETRIOISE 4M ISENm A

SO PeRNO PnQP20€ZMW@a e N
g L ®Oe00O%N % oMYA+
e®0 G JLATCRHY  HVe0+s
AL72890>HAIROW BWXMVMOADHET D
PLAERG $LARE A Lo e OORO

&Y AP o TOVN OG0

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau isgl

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batilakiec
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukaassuka

diantara kamu...”
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3) Q.S. al-Maidah (5) : 1

&0 A A P oS RSN 10l©lm LR L 1O
B 3-0-2>=000 BXMARGGL -7
..... N.OA>OR=D M@ e R

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad...”
4) Q.S.al-Bagarah (2) : 283

LGS D W= B STLL 28) Wo<Ive &

QO O- o FIST A% & L
HIR OD oy P T O BA S F
PIAH I OO 10 @[T DEOP=¢COISTLI

EOEQONHOO A A5 F—
Artinya :

“....akan tetapi jika sebagian kamu memercayai ggdrayang
lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunikan
amanatnya (hutangnya) dan hendakalah ia bertaqwzada
Allah Tuhannya....”

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Ad Daraquthni

. @ - 2% \EET 7 < Z
‘Jik;ﬂ CSLCLM QK‘U‘ Cb/c /j/ :J_;«

V5 ib 5483 AG a2V 3T 5 YU sl
z 0%, 1.4 S P o/. }°:// 2. ® s
@&dg&ygﬁ%gdjfﬁb}%w
U Einls A58 S5 0

Artinya :
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“Dari Hakim bin Kaizam r.a : sesungguhnya dia pernah
menyaratkan kepada seseorang apabila dia membeng ua
sebagai modal usaha kepadanya; bahwa kamu tidakhbol
tempatkan harta saya dalam tempat yang basah, timA&h
bawa dalam laut dan tidak boleh kamu menyebranggau
Jika kamu berbuat sesuatu dari yang terlarang maka kamu
menanggung arta saya.”

2) Hadits Riwayat Ibnu Majah
5 ale W pls (D OT AR A o) Cogds 3F
ol 12 f - PR SN SR I
S st A & BT B S0 J6 4
e/° (4 o/o o & & 17 %
Y ol el 5 Llxg as
Artinya :
“Dari Shuhaib r.a (katanya) : sesungguhnya Nabi W.A.
bersabda : ad tiga perkara yang ada berkah padanyaal
beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga
kepada sseorang dan pencampuran gandum denganr sya'i
(jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk pedi.”
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
Berhubungan dengan praktek pembiayaandharabah
yang merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaldema

lembaga keuangan syari'ah, termasuk perbankan’ayamaka

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa mengesrabgyaan
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mudharabahagar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan sekaligu

dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ahsd&aligus

dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'alanda
menjalankan operasionalnya sebagaimana disebutdamdatwa

DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2010 tentang pembiayaan

mudharabah (girad).

Berhubungan dengan ketentuan umum pembiayaan
mudharabah, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
menetapkan sebagai berikut :

a. Pembiayaamudharaabaladalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) kepada pileak |
untuk usaha produkiif.

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagshahibul mal(pemilik
modal) membiayai 100 % kebtuhan suatu proyek (Ysaha
sedangkan pengusaha bertindak sebagaiharib (pengelola
usaha).

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dama, da
pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedaia
pihak (LKS dan pengusaha)

d. mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai syari'ah dan LKR tidda serta
dalam manajeman perusahaan atau proyek, tetapi umswaip

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
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e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengandalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabahkecuali jika mudharib melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalataratu

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayamudharabahtidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan datdharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicair&pabila
mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
yang disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mskani
pembagian  keuntungan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

i. Biaya operasional dibebankarudharib

j. Dalam hal penyandang dana, LKS tidak melakukanakban
atau melakukan penlanggaran terhadap kesepakatatharib
berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah
dikeluarkan.

Selain itu, dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/Z00
juga ditetapkan dengan rukun dan syarat pembiayaatharabah

tersebut, yaitu :
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a. Penyedia danashahibul mal dan pengelolanfudharif harus
cakap hukum.

b. Persyaratan ijab dan qobul dinyatakan olah parakpimtuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontra
(akad). Dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit
menunjukan tujuan kontrak (akat).

2) Penawaran dan permintaan dilakukan pada saat kontra

3) Akad dituangkan secara tertulis, mulai koresponiderau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikbahn
penyedia dana kepadaudharib untuk tujuan usaha dengan
syarat-syarat sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2) Modal dapat di bentuk uang atau bentuk barang yang
bernilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asetkanaset
tersebut harus di nilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat terbentuk piutang dan harus dibden
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak,
sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntunganmudharobahadalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini haremenuhi :



44

1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak danktida
boleh disyaratkan untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihatusha
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di kafpa
dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari
keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbak har
sesuai kesepaketan.

3) Penyedia dana menaggung semua kerugian akibat dari
mudharobah dan pengelola tidak boleh menanggung
kegiatan apapun kecuali di akibatkan dari kesalahan
disengaja, kelainan, atau pelanggaran kesepakatan.

. Kegiatan usaha oleh pengeloldmudharib) sebagai

pertimbanganrfugab) modal yang disesuaikan penyedia dana,

harus memperhatikan hal-hl berikut :

1) Kegiatan usaha adalah hak ekslusimudharih tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi dia mempuraiai h
pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuaMudharabah yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam

dalam tindakannya yang berhubungan derigadharabah
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dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam

aktifitas itu.

Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum dari Eaaan
Mudharabahtersebut, yaitu :

a. Mudharabahboleh dibatasi pada periode tertentu.

b. Kontrak tidak boleh dikaitkannfu’allag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

c. Pada dasarnya dalaMudharabahtidak ada ganti rugi,
karena pada dasarnya akad ini bersifat amagad &l
amanah)kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian
atau pelanggaran kesepakatan.

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibaratga
jiak terjadi perselisihan diantara kedua belah kimaka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan uelal

musyawaraf.

® Drs.H.M. Ichwan SamHimpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasior@ewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia, ctkn k3 2006, him.39
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5. Skema pembiayaaviudharabah
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Crarnbeer 1 ) Sksrma bk Mudbsheab
un Syafi Anfordo, 20007
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B. Mekanisme Survey Dan Penerapan Prinsip Capacity dan Collateral
Pada Pembiayaan M udharabah diKJK S Baituttamwil TAMZIS Cab.
Pasar Induk Wonosobo
1. Mekanisme Survei Pembiayaan Mudharabah di KJKS

Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo
Prosedur pembiyaan adalah suatu gambaran sifat ratade
untuk melaksanakan kegunaan pembiayaan. Setiapterban dengan
pembiayaan harus memenuhi prosedur pembiayaan gehgt dan
meliputi pengawasan prosedur pengawasan pembiayaan.
Survei adalah prosedur awal pihak KJKS BaitutamiAMZIS
Cab. Pasar Induk Wonosobo dengan meninjau pembiayaey diajukan
anggota sesuai jaminan untuk modal usahanya. Adaposedur yang
harus dipenuhi dengan mengajukan pembiayaan musifardi KJKS
Baitutamwil Pasar Induk Wonosobo, yaitu :
1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dikexm :
a. Menyerahkan fotocopy KTP (Suami dan istri)
b. Menyerahkan fotocopy KK
c. Menyerahkan fotocopy jaminan
2. Pembiayaan
a. Menerima dan memeriksa surat permohonan pengajuan
pembiayaan yang sudah ditanda tangani calon angguigajuan

pembiayaan beserta kelengkapan persyaratan.
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b. Mencocokan fotocopy berkas pengajuan sesuai aslidga
memberitahukan calon anggota untuk menunggu infsirdedih
lanjut

c. Mencatat permohonan kredit kedalam buku registempkonan
pembiayaan berdasarkan urutan tanggal diterimanseta
memberikan nomor registernya pada formulir pemlziaytersebut.

d. Meneruskan permohonan tersebut kepada Staff peadnayabid
pembiayaan atau direksi untuk diproses lebih lanjut

e. Memasukan file calon anggota tersebut kedalam rdaftases
pembiayaan dan digilongkan kedalam calon anggota b#au
anggota lama untuk menilai usaha dan jaminan seweaa

f. Menentukan kelayakan untuk survei atau tidaknyaddsarkan
berkas-berkas yang ada dalam jaminan.

g. Menentukan petugas survei yang ditugaskan untuk elitien
kedomisilian dan tempat usaha anggota.(dalam habiga juga

bagian marketing maupun kabid, pembiay&an).

. Penerapan Prinsip Capacity Pada Pembiayaan Mudharabah di

KJKS baituttamwil TAMZIS

KJKS Baitutamwil Tamzis cab. Pasar Induk Wonosobo
merupakan salah satu lembaga keuangan di daeradr Radtuk
Wonosobo yang berkegiatan menghimpun dan menyaludana

masyarakat. menyalurkan dana yang sering disebogatie produk

® Hasil wawancara dengan dwi sulistianto dan jokudaeéo selaku AO, tgl 11 apri 2013,| pukul

13.15.



49

pembiayaan. Salah satunya adalah produk pembiaydadharabah
dengan bentuk pembiayaannya akan memperoleh bai &tzau
margin.

Dalam pembiayaarMudharabah pasti tidak lepas dari resiko-
resiko yang tidak diingin oleh pihak TAMZIS, sepepembiayaan
macet atau mengangsur yang tidak tepat waktu. MakaKJKS
Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo juganerapkan
prinsip 5C dalam produk pembiayaan disana, saléh dai prinsip
tersebut adalaftapacity, selain itu KIKS Baituttamwil Cab. Pasar
Induk Wonosobo juga mempunyai cara lain dalam mgaic resiko-
resiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasaarss intens
yang artinya dengan menjalin silaturahmi dan kedekadengan
anggota sehingga pihak TAMZIS lebih bisa mengetatauitang
kondisi nasababh.

Capacity adalah kemampuan anggota dalam mengelola usahanya
sehingga bisa mendukung pembayaran kembali fasiliyang
diberikan baik yang berasal dari pengembangan ugahg dibiayai
ataupun sumber lain yang dapat dipastikan

Dalam penilaiarcapacityatau kemampuan terhadap nasabah yang
akan mengajukan pembiayaan Mudharabah dengananeih omset
yang dimiliki anggota tersebut, seperti dilihatidaodal, perputaran
uang €ashflow ataupun barang dagangan yang ada di kios atal lap

anggota.
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Kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan H#iSKJ
Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo abtalpara
pedagang yang berjualan disekitar pasar, sebelunmgaji&kan
pembiayaan di KIKS Biatuttamwil TAMZIS mereka sudaknjadi
anggota. Di KIJIKS Baitutamwil TAMZIS Cab. Pasar Ikdiyonosobo
dalam menilaicapacty biasanya team survei/marketing melihat dari
cara anggota mengelola usahanya yang dapat diktnat
a. Orang yang mengajukan sudah menjadi anggota bknayza
b. Niat (watak) kejujuran dari anggota tersebut
c. Laba bersih yang didapatkan setiap harinya.

d. Dilihat dari seberapa banyak dari nasabah menabung.
e. Perputaran uang setiap harinya yang masuk danrkelua
f. Dari jenis barang yang nasabah di jual.
3. Penerapan Prinsip Collateral Pada Pembiayaan Mudharabah di
KJK S Baitutamwil TAMZIS

Selain capacity dan tahapan sebelumny KJKS Baitutth
TAMZIS juga menerapkagollateral, collateraladalah jaminan atau
agunan pembiayaan, yaitu agunan material, surdtalmga, garansi
resiko yang disediakan anggota untuk menanggungb@gsman
kembali suatu pembiayaan. Jaminan dapat berupadapeoyek/hak

tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersaagkdengan

7 Hasil Wawancara Joko Handoko dan Dwi Sulistianto sebagai AO(acount officer) diKJKS
Baituttamwil TAMZIS Cab PIW
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barang lain, surat berharga/garansi resiko yargmtiahkan sebagai

agunan tambahan.

Prinsip jaminan yang dapat digunakan :

1.

3.

Dapat dipindah tangankan

Maksudnya dapat diganti atas kepimilikan barangetaut
misalkan sertifikat, bpkb dan surat berharga lagnny

Dapat difungsikan

Maksudnya barang yang masih mempunyai nilai guna
(misalkan : mobil, motor tanah,dan rumah)

Ada nilai ekonomisnya

Maksudnya barang tersebut masih mempunyai niléi jua

Dapat diikat secara legal

Maksudnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

dapat diikat dinotaris.

Pada dasarnya, jaminan atau agunan bukanlah safahrigkun

atau syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam akawhbpayaan di

KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosokarena

disana untuk pembiayaan mikro 1 ( pembiayaan dibam@minal 5

juta)

bisa menggunakan jaminan simpanan mutiara.apAad

barang/surat berharga yang dapat dijadikan jamiagahan di KIKS

Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo, yagebagai

berikut :
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1. Simpanan Mutiara
Anggota dapat menggunakan simpanan mutiara selp@agaan
pembiayaan dibawah nominal 5 juta, dengan syarat :
a. Nominal saldo simpanan 25 % dibawah pinjaman ataggo
misalkan saldo anggota yang mengajuakan pembiajfgan
250 000,- maksimal anggota dapat meminjam Rp. Q.000,-.
Hal ini dapat lebih karena dlihat dari berapa lamanjadi
anggota dan dilihat dari kelancaran anggota itdisen
b. Selama pembiayaan belum dilunasi anggota tidak tdapa
mengambil simpanan tersebut, keculi dengan alasamg y
sangat penting.
2. ljabah ( simpanan berjangka mudharabah)
Anggota dapat menggunakan ljabah sebagai jaminarbipgaan
dengan nominal maksimal pinjaman sama dengan nomargy
yang di ljabahkan.
3. Barang bergerak (BPKB motor/mobil)
Anggota dapat menggunakan BPKB mobil/motor sebggainan
dengan nominal maksimal pinjaman 60 % dibawah hpegaran
barang tersebut.
4. Surat berharga/garansi
Anggota dapat menggunakan surat-surat berhargatis&§heLS

(surat ijin pemakaian los pasar), sertifikat/SHMré hak milik
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tanah/bangunan) dengan maximal pinjaman 75 % dibaveaga
pasar®
C. Analisis penerapan prinsip capacity dan collateral pada pembiayaan
mudharabah di KIK S Baituttamwil TAMZIS

Pada dasarnya teknis pembiayaan mdharabah dalanpédoakan
syariah tidak sepenuhanya sama dengan keadaaras®emli lembaga
keuangan syari'ah. Misalkan pada pembiayaan di KB&Ruttamwil
TAMZIS, hal ini dikarenakan adanya metode atau -cara tersendiri
yang diterapkan agar dapat mempermudah jalan opeahsya.

Tekhnik mudharabah yang ada dalam teori-teori peddma
syari'ah menunjukan bahwa dimana pihak bank dambzs secara
langsung bertemu mereka melakukan negosiasi terldahulu untuk
menentukan nisbah bagi hasil. Sebelum terjadinyad akrsebut pihak
KJKS juga langsung mensurvei dengan menerapkarsiprinC yaitu
capacity dan collacteral Di KJKS Bituttamwil TAMZIS menerapkan
prinsip capacity dengan melihat kemampuan calon pengaju pembiayaan
dalam mengelola usahanya, dilihat dari calon pengafng sudah menjadi
anggota, watak (niat) anggota, perputaran uangpskarinya, laba bersih
yang anggota dapatkan setiap harinya, berapa laesgota menabung
setiap harinya.

Sedangkan pada penerapan prinsgilateral KIKS Baittamwil

TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo tidak mengharuskaanya

8 Hasil wawancara dengan joko handoko selaku AL, 1tgApril 2013 jam 13.15



54

jaminan surat-surat berharga akan tetapi dengarmgoyang mengajukan
pembiayaan sudah menjadi anggota dengan mempuroghikpsimpanan
KJKS Baituttamwil TAMZIS seperti simpanan mutiardawa ijabah,
simpanan tersebut dapaat dijadikan sebagai dengaratsyarat dan

ketentuan yang sudah ada.



